
PEMERINTAH'(ABUPATEN PAME'(ASAN

PERATURAN DAERAH
KABUPATEil PAIIIEKASAil

NOMOR 12 TAHUN 2A12
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 4 TAHUII 2OO8 TENTAIIG PEHYERTAAN lrlODAL DAERAH

PADA PT. BAiIK PERKREDITAI{ RAI(YAT JATIM

DENGAN MHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah
Daerah perlu menambah penyertaan modal pada Perseroan Terbatas (pT)
Bank Perkreditan Rakyat Jatim yang dialokasikan pada Tahun Anggaran
20L2 dan 2013;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 200g
tentang Penyeftaan Modal Daerah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat latim
perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud datam huruf a
dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten pamekasan Nomor 4 Tahun 200g tentang
Penyeftaan Modal Daerah pada pr. Bank perkreditan Rakyat Jatim;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
daerah dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor L9, Tambahan Lembaran wegara Republik
Indonesia Nomor 9);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah
lengan undang-undang Nomor 10 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor LB2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3799;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembar:an
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah
dengan undang-Undang Nomor 3 Tahun zoo4 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4357);

5. Undang-Undang Nomor t7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42g6);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20M tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ao4 Nomor 5, TambJhan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);


